
    

Menara LG 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 4 TAHUN 2007 

TENTANG 

RETRIBUSI OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS LOMBONGO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

-a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Is 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Tempat 

Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo : 

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo : 

Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209) : 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Etembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 

Undang — Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060 ) : 

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentana Pembentiikan



  

  

Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3925): 

. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389), 

. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4548): 

. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) : 

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258) : 

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) : 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4318) : 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lemharan 

 



  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG 

RETRIBUSI OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS LOMBONGO. 

BAB | 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Ta 

O
n
i
 
Ya
 

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 

Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango. 

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango. 

Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara 

Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten 

Bone Bolango. 

Pejabat Pengelola Retribusi adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 

dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 

kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana 

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya : 

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango , 

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa dan/atau usaha yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

 



  

  

31, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

TI. 

18. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan atau denda. 

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 

surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 

retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 

masih harus dibayar. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan 

atas jumlah retribusi yang ditetapkan. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi 

yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 

dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang- 

undangan retribusi. 

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di 

bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka. 

BAB II 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo dipungut 

retribusi atas pemakaian dan pemanfaatan Obyek Wisata Pemandian Air Panas 

Lombongo yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.



  

  

Pasal 3 

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan fasilitas dan pelayanan Obyek Wisata 

Pemandian Air Panas Lombongo yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan dan 

memperoleh pelayanan pemanfaatan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo digolongkan sebagai 

retribusi jasa usaha. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuwensi dan jangka waktu 

pemanfaatan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo. 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan 

untuk biaya penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan fasilitas Obyek Wisata 

Pemandian Air Panas Lombongo. 

(2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

investasi, biaya kebersihan dan keamanan, biaya penyusutan, biaya asuransi, 

angsuran bunga pinjaman, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik 

yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi yang 

mendukung penyediaan jasa. 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(AN Struktur tarif retribusi diaalanakan bardacarkan ianis frakiianci dan ianalba rabi 

 



  

  

a. Masuk Pintu Utama : 

1. Dewasa Rp: 3.000/orang. 

2. Anak-anak Rp. 2.500/orang. 

b. Bak mandi air dingin terbuka untuk anak-anak Rp. 1.000/orang. 

c. Bak mandi air panas terbuka : 

1. Dewasa Rp. 5.000/orang. 

2. Anak-anak Rp. 2.500/orang. 

d. Kolam renang olahraga Rp. 2.000/orang. 

e. Penyewaan panggung kesenian : 

1) Hari Senin s/d Sabtu Rp. 500.000/hari 

2) Hari Minggu Rp. 1.500.000/hari 

g. Penggunaan Cottage : 

1) VIP Rp 200.000/hari 

2) Ekonomi Rp 150.000/hari 

h. Penggunaan Gedung "Langsat" Rp. 1.000.000/hari 

i. Penyewaan Gedung "Bougenville” Rp. 1.000.000/hari 

j. Penyewaan Kios Mini / Tenda Rp. 2.000/hari 

k. Penggunaan Tempat Parkir : 

1) Bus / Truk Rp. 2.000 

2) Mobil Rp. 2.000 

3) Bentor Rp. 1.000 

4) Motor Rp. 1.500 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Kabupaten Bone Bolango. 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya setiap kali pemanfaatan fasilitas 

Obyek Wisata Pemandian Air Panas Lombongo atau ditetapkan lain oleh Kepala 

Daerah. 

Pasal 11



  

BAB IX 

PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya. 

yang dipersamakan. 

(2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 13 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disetor ke 

Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango. 

BAB XI 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 14 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 Yo (dua persen) setiap 

bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 

BAB XII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 

saat terutang. 

  

 



  

  

retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut 

diatas. 

(3) Atas permohonan wajib retribusi yang telah memenuhi persyaratan, Kepala 

Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 

sebesar 2 Yo (dua persen) setiap bulan. 

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi 

diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah. 

BAB XIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 16 

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, 

STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada 

waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 

(2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XIV 

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 17 

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 

Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. 

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan 

pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan 

utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala 

Daerah. 

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas 

kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran 

retribusi selanjutnya. 

Pasal 18 

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa seteah 

 



  

  

paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran retribusi. 

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKRDLB : 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan 

imbalan bunga 2 Y (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 

kelebihan retribusi. 

Pasal 19 

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan dengan 

menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. 

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan bukti 

pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 

BAB XV 

KADALUWARSA 

Pasal 20 

(1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 

tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib 

retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 

ditangguhkan apabila : 

a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau : 

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 

BAB XVI 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 

Pasal 21 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah
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BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 22 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama & (enam) bulan 

atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 23 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 

tindak pidana Retribusi Daerah, 

Cc. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah: 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut, 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:   
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 

orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e, 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah, 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi, 

j. menghentikan penyidikan, 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku 

BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

(1) Penetapan tarif bak mandi air panas sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (2) 

huruf c Peraturan ini, berlaku setelah tersedianya fasilitas yang memadai dan 

menunjang kenyamanan dan keselamatan subyek retribusi. 

(2) Penetapan tarif penyewaan panggung kesenian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan ini, berlaku sebelum dilakukannya peningkatan 

fasilitas yang memadai, dan setelah panggung kesenian ditunjang dengan fasilitas 

yang representatif, tarif yang berlaku sebagai berikut : 

a. Hari Senin s/d hari Sabtu Rp. 500.000,-/hari 

b. Hari Minggu Rp. 2.500.000,-/hari 

(3) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak 

berlaku lagi. 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang 
| web | i labih Iani jai Maba 0 
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Pasal 26 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini '” dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 16 Juli 2007 

BUPATI BONE BOLANGOo, 

Liga 
ISMET MILE 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal16 Juli 2007 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGOo, 

ian: — 

KARIM PATEDA 

   



  

  

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 4 TAHUN 2007 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS LOMBONGO 

UMUM 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis 

pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah. 

Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan 

daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi dalam Undang-undang 

ini sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, 

sekaligus mengurangi jenis pajak dan retribusi yang kurang berpotensi 

dalam membebani rakyat kecil. 

Khusus mengenai retribusi aturan pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1997 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 1997 dan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut adalah 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tergolong retribusi jasa 

usaha. 

Maksud dari Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pada 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2001. 

Tujuannya adalah memberikan pelayanan jasa sesuai kebutuhan 

masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pada daerah. 

PASAL DEMI PASAL .. ' ) 

Pasal 1 s/d pasal 26 : Cukup jelas. 
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